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ABSTRACT 
The objectives of the study are to obtain empirical findings (1) the influence of firm 
characteristics (ownership structure, profitability, firm size, corporate leverage) on shari'ah 
governance. (2) the influence of shari'ah governance on credit risk (financing risk). Shari'ah 
governance, as a mechanism for ensuring shari'a compliance, is being the concern of various 
parties (regulators, industry players, consultants and researchers). Thus this research is 
expected to contribute on how the implementation of shari'ah governance, determinant and 
impact.  
 
The research objectives were achieved by SEM model of Partial Least Square (SmartPLS 
v.3.2.6). The PLS model is a powerful soft modeling that can be applied to any data scale, 
does not require many assumptions and the sample size is not too large.  
 
The results of model fit test show that there are only three variables that fit to influence 
shari’ah governance: ownership structure, profitability and company size. While the analysis 
of the three factors is only two factors that proved to influence shari’ah governance: the 
ownership structure and the firm size. The ownership structure has shown to negatively affect 
the implementation of shari’ah governance. Firm size proved to positively affect the 
implementation of sharia governance. While the leverage and profitability did not influence 
the implementation of shari’ah governance. Shariah governance is also to have no effect on 
financial risk  
 
Keywords: Shari'ah Governance, ownership structure, profitability, firm size, credit                   
(financial) risk 
 
Penelitian bertujuan memperoleh temuan empiris (1) ada tidaknya pengaruh karakteristik 
perusahaan (struktur kepemilikan, profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage perusahaan) 
terhadap shari’ah governance. (2) ada tidaknya pengaruh  shari’ah governance terhadap 
resiko kredit (pembiayaan). Shari’ah governance, sebagai suatu mekanisme untuk 
memastikan kepatuhan syariah, sedang menjadi perhatian berbagai kalangan (regulator, 
pelaku industri, konsultan dan peneliti). Dengan demikian penelitian ini diharapkan memberi 
kontribusi tentang bagaimana praktek penerapan syari’ah governance, faktor yang 
mempengaruhi dan dampaknya.  
Tujuan penelitian dicapai dengan teknik SEM model Partial Least Square (SmartPLS 
v.3.2.6). Model Partial Least Square (PLS) merupakan soft modeling yang powerful, yaitu 
dapat diterapkan pada semua skala data, tidak membutuhkan banyak asumsi dan ukuran 
sampel tidak harus besar. Dengan karakteristik tersebut maka penelitian dapat menggunakan 
model SEM-PLS.  
Hasil pengujian kecocokan model menunjukan hanya ada tiga variabel yang fit 
mempengaruhi syariah governance, yaitu struktur kepemilikan, profitabilitas dan dan ukuran 
perusahaan. Sementara dari hasil analisis tiga faktor tersebut hanya dua faktor yang terbukti 
mempengaruhi syariah governance, yaitu struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan. 
Struktur kepemilikan terbukti mempengaruhi secara negatif penerapan syariah governance di 
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perusahaan, khususnya di perbankan syariah. Ukuran perusahaan juga terbukti 
mempengaruhi secara positif terhadap penerapan syariah governance. Adapun untuk faktor 
leverage dan profitabilitas, penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh terhadap tingkat 
penerapan syariah governance. Syariah governance juga ditemukan tidak berpengaruh 
terhadap resiko pembiayaan. 
 
Kata kunci: Shari’ah Governance, struktur kepemilikan, profitabilitas, ukuran             




Akhir-akhir ini perhatian terhadap Shari’ah governance mengalami peningkatan. 
Shari’ah governance mendapat perhatian baik oleh regulator, pelaku industri, konsultan dan 
peneliti seiring dengan tumbuh dan berkembangnya industri keuangan shari’ah (Kasim et al., 
2013a). Mereka konsen terhadap Syariah governance karena Industri keuangan ini 
mendasarkan pada konsep dan pondasi keuangan yang sama sekali berbeda dengan industri 
keuangan konvensional. Keuangan konvensional mendasarkan pada konsep pinjam 
meminjam (lending-borrowing) sehingga akan selalu terkait dengan bunga (interest), 
ketidakpastian (uncertainty) dan perjudian (gambling). Sementara keuangan syariah 
mendasarkan pada prinsip syariah yang diantaranya melarang ketiga praktek tersebut di atas.  
Terkait dengan konsep shari’ah governance dan corporate governance, beberapa pihak 
tidak membedakan antara dua konsep tersebut. Ramli, et al., (2014), misalnya, menjelaskan 
bahwa tema Shari’ah Governance masuk dalam domain Corporate Governance. Sementara     
Wardayati (2011), El Junusi (2012) dan Purnamasari dan Darma (2015) mengartikan Shari’ah 
Governance sebagai sistem corporate governance yang ada diperbankan shari’ah. Pengertian 
corporate governance (GCG) pada perbankan shari’ah menggabungkan dua konsep yaitu 
corporate governance secara umum (universal) dan corporate governance tentang kepatuhan 
shari’ah (shari’ah complience).  
Dalam praktek implementasi shari’ah governance,  beberapa ilmuan mengkritik 
lemahnya penerapan shari’ah governance dalam industri keuangan shari’ah (Abdul Aziz, 
2012). Mereka mengkritik tidak adanya perbedaan antara praktek industri keuangan shariah 
dan industri keuangan konvensional (Ahmad, 2010). Industri keuangan shariah juga 
mengalami dampak dari krisis keuangan seperti yang dialami industri keuangan 
konvensioanal. Di beberapa negara pernah terjadi kasus penutupan lembaga keuangan shariah 
antara lain penutupan Ikhlas Finance House di  Turki, the Islamic Bank of South Africa dan 
Islamic Investment Companies of Egypt (Hasan, 2012). Di Indonesia, khususnya di tahun 
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2012, pernah terjadi kasus penyaluran kredit fiktif yang melibatkan tiga pejabat internal Bank 
Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bogor (http://stabilitas.co.id). 
Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengkaji beberapa faktor yang 
mempengaruhi corporate governance atau shariah governance. Salah satunya adalah 
karakteristik perusahaan. Beberapa variabel karakteristik perusahaan tersebut antara lain 
struktur kepemilikan (Melyoki, 2005; Lee dan Park, 2008; Hafeez, 2013; Ramli, et al., 2014; 
Eliada et al., 2015), kualitas audit (Werapong et al., 2008), ukuran perusahaan (Ben-Amar 
dan Ameur, 2006; Khanchel, 2007; Cheung et al., 2008; Lee dan Park, 2008; Werapong et al., 
2008; Hartono et al., 2013; Wan Abdullaha et al, 2015; Eliada et al., 2015), profitabilitas 
(Brown dan Caylor, 2004; Black et al.,2006; Hartono et al., 2013; Eliada et al., 2015) dan 
leverage (Black et al., 2003; Brown dan Caylor, 2004; Silveira et al., 2007; Hartono et al., 
2013 dan Eliada et al., 2015).  
Melyoki (2005) dan Eliada et al. (2015) menemukan bahwa struktur kepemilikan 
yang ditandai dengan keberadaan pemegang saham mayoritas (pengendali) dan kepemilikan 
institusional mempengaruhi tingkat kontrol perusahaan. Tingkat kontrol ini merupakan faktor 
penting dalam menentukan efektivitas corporate governance. Namun penelitian  Lee dan Park 
(2008) menemukan bahwa pemegang saham cenderung berperilaku resisten terhadap 
corporate governance yang akan memantau dan memeriksa keputusan mereka. Mereka 
berusaha menikmati keuntungan pribadi tanpa ingin dipantau oleh investor luar. Ramli, et al. 
(2014) membandingkan tingkat pengungkapan shari’ah governance antara perbankan shari’ah 
yang dimiliki asing dan domestik dan menemukan bahwa perbankan shari’ah yang dimiliki 
pemegang saham domestik lebih baik dibandingkan asing. Kualitas audit, yang ditandai 
dengan penggunaan KAP empat besar dunia, juga cenderung mempengaruhi secara positif 
penerapan corporate governance (Werapong et al., 2008 dan Eliada et al., 2015). Sementara 
temuan ukuran perusahaan menyimpulkan hasil berbeda. Ben-Amar dan Ameur (2006), 
Khanchel (2007), Cheung et al., (2008), Werapong et al. (2008), Hartono et al. (2013) dan 
Wan Abdullaha et al. (2015) menemukan pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap 
penerapan corporate governance, sedangkan Eliada et al., 2015 tidak. Temuan yang berbeda 
juga terjadi pada profitabilitas dan leverage. Untuk profitabilitas, Brown dan Caylor (2004), 
Eliada et al., (2015) dan Black et al. (2006) menemukan pengaruh positif sementara Hartono 
et al., (2013) dan  Eliada et al., 2015 tidak menemukan pengaruh. Untuk leverage, Black et al. 
(2003), Brown dan Caylor (2004) dan Silveira et al., (2007) menemukan pengaruh positif 
leverage terhadap corporate governance, sementara temuan Hartono et al., (2013) tidak 
menemukan pengaruh positif, adapun Eliada et al., 2015 menemukan hasil negatif 
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Beberapa kajian sebelumnya juga mencoba menginvestigasi hubungan antara shari’ah 
governance atau corporate governance dengan resiko kredit (Rinaningsih, 2008; Hariani, 
2011; Poudel dan Hovey, 2012;  Nyor dan Mejabi, 2013; Bourakba dan Zerargui, 2015; 
Ahmad et al., 2016). Secara umum temuan penelitian Rinaningsih, 2008; Hariani, 2011; 
Poudel dan Hovey, 2012;  Bourakba dan Zerargui, 2015; Ahmad et al., 2016 menyimpulkan 
adanya pengaruh negatif penerapan corporate governance terhadap resiko kredit. Sementara 
Nyor dan Mejabi (2013) tidak menemukan pengaruh signifikan corporate governance 
terhadap resiko kredit.  
Mendasarkan pada temuan penelitian yang beragam di atas dan saran penelitian Ramli 
et al. (2014), penulis tertarik untuk menginvestigasi kembali pengaruh karakteristik 
perusahaan terhadap shari’ah governance dan dampaknya pada resiko kredit (pembiayaan). 
Berbeda dengan penelitian sebelumnya (Hariani, 2011), penelitian ini mencoba memasukan 
indikator dewan pengawas syariah yang menjadi ciri utama corporate governance lembaga 
keuangan syariah. Penelitian ini juga menggunakan indikator (proksi) pada setiap variabel 
dengan lebih banyak. Karakteristik perusahaan yang dianalisis antara lain struktur 
kepemilikan, profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage, adapun subjeknya adalah bank 
umum syariah di Indonesia. 
Berdasarkan penjelasan di atas dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 
(1) Apakah karakteristik perusahaan: struktur kepemilikan, profitabilitas, ukuran perusahaan 
dan leverage berpengaruh terhadap shari’ah governance. (2) Apakah shari’ah governance 
berpengaruh terhadap resiko kredit (pembiayaan)  
2. LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
2.1.Shari’ah Governance 
Beberapa penulis tidak membedakan antara konsep corporate governance dan shariah 
governance (Wardayati, 2011; El Junusi, 2012; Purnamasari dan Darma, 2015). Mereka 
mengartikan Shari’ah Governance sebagai sistem corporate governance yang ada 
diperbankan shari’ah. Pengertian corporate governance (GCG) pada perbankan shari’ah 
menggabungkan dua konsep yaitu corporate governance secara umum (universal) dan 
corporate governance tentang kepatuhan shari’ah (shari’ah complience).  
Terkait dengan definisi corporate governance, secara umum ada dua: definisi secara 
sempit dan secara luas (Hasan, 2009). Secara sempit corporate governance  diartikan sebagai 
sistem pertanggungjawaban secara formal dari manajemen senior terhadap pemegang saham. 
Sementara dalam arti luas, corporate governance bukan hanya jaringan hubungan antara 
perusahaan dan pemegang saham tetapi juga antara perusahaan dan pemangku kepentingan 
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lainnya seperti karyawan, pelanggan, pemasok dan kreditur (Feizizadeh, 2012). Adapun 
shari’ah governance diartikan oleh IFSB sebagai satu set pengaturan kelembagaan dan 
organisasi melalui mana lembaga keuangan Islam memastikan bahwa ada pengawasan 
independen yang efektif atas shari’ah compliance pada setiap struktur dan proses seperti 
penerbitan pernyataan shari’ah yang relevan, desimenasi pernyataan shari’ah tersebut, review 
atas internal shari’ah compliance dan review atas an annual shari’ah compliance (Kasim et 
al., 2013a). 
Beberapa institusi telah menyusun pedoman shari’ah governance, diantaranya 
Accounting, Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), Islamic 
Financial Services Board (IFSB) dan Bank Negara Malaysia (BNM) (Kasim et al., 2013a). 
AAOIFI menerbit standar corporate governance yang dikenal dengan AAOIFI Shari’ah 
governance guidelines. Ada tujuh standar syariah governance yaitu 1) Supervisory Board: 
Appointment, Composition and Report, 2) Shari’ah Review, 3) Internal Shari’ah Review, 4) 
Audit & Governance Committee for Islamic Financial Institutions, 5) Independence of 
Shari’ah Supervisory Boards, 6) Statement on Governance Principles for Islamic Financial 
Institutions, 7) Corporate Social Responsibility Conduct and Disclosure for Islamic Financial 
Institutions. IFSB merumuskan lima  prinsip (pedoman) shari’ah governance, yaitu 1) general 
approach to Shari’ah governance system, 2) competency, 3) independency, 4) confidentiality  
dan 5) consistency. Sementara BNM merumuskan kerangka shari’ah governance yang secara 
umum didiskusikan dalam enam bagian yaitu 1) the general requirement oversight,               
2) accountability and responsibility, 3) independence, 4) competency, 5) confidentiality and 
Shari’ah compliance dan 6) research function. Di Indonesia, penerapan shari’ah governance 
perbankan shari’ah diatur dalam PBI No. 11/33/PBI/2009. Peraturan ini menjelaskan prinsip-
prinsip tata kelola yang baik bagi perbankan dan bisnis shariah, yaitu transparansi, 
akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan fairness. 
Keberadaan corporate governance dapat dijelaskan dengan beberapa teori atau model. 
Teori atau model ini secara umum terbagi dua pendekatan (pandangan), yaitu pandangan 
konvensional (Corporate Governance in Western/Conventional/Mainstream Perspectives) 
dan pandangan Islam (Corporate overnance in Islamic Perspectives) (Choudhury dan Hoque, 
2006; Hasan, 2012 dan Hafeez, 2013). 
Prinsip-prinsip model corporate governance konvensional secara umum mendasarkan 
pada utilitarianisme, relativisme dan universalisme. Prinsip-prinsip ini bersumber dari etika 
filosofis yang dibangun dari interaksi sosial. Semua prinsip-prinsip corporate governance 
barat seperti akuntabilitas, transparansi, keadilan dan tanggung jawab sosial dibangun melalui 
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rasionalitas dan pengalaman manusia (Hasan, 2012). Corporate governance barat 
menekankan pada beberapa hal antara lain monitoring secara efektif, manajemen secara 
efisien, sistem pengendalian internal dan manajemen resiko yang baik. Perhatian ini dapat 
diciptakan melalui dewan direksi yang kompeten dan bebas dari konflik kepentingan dan 
memiliki keahlian dan pengalaman dalam menjalankan urusan perusahaan (Hafeez, 2013)   
Secara umum keberadaan corporate governance konvensional dilandasi beberapa 
teori. Teori-teori tersebut antara lain agency theory, stakeholder theory, resources 
dependency theory (Bowrin et al., 2007; abdullah dan valentine 2009; Yusoff dan Alhaji, 
2012), transaction cost theory (Bowrin et al., 2007; abdullah dan valentine, 2009),  
stewardship theory, political theory (abdullah dan valentine 2009; Yusoff dan Alhaji, 2012), 
social contract theory, legitimacy theory (Yusoff dan Alhaji, 2012) dan beberapa teori etik 
seperti business ethics theory, virtue ethics theory, feminist ethics theory, discourse ethics 
theory dan postmodern ethics theory (Abdullah dan Valentine 2009). 
Berbeda dengan pandangan corporate governance konvensional, pandangan corporate 
governance Islam mendasarkan prinsip tauhid (Choudhury dan Hoque (2006) yang 
dijabarkan dalam dua sumber ajaran utama, yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah (Hasan, 2012). 
Shari’ah Islam telah memberikan pedoman yang komprehensif mulai dari bagaimana 
menangani transaksi ekonomi sampai perilaku yang seharusnya dimiliki oleh seorang ketika 
berinteraksi dengan lingkungan sosial. Prinsip-prinsip corporate governance Islam dijabarkan 
dalam tiga dimensi pengambilan keputusan: 1) oleh siapa, yaitu dengan konsultasi timbal 
balik melalui sistem Syura atau Dewan Konsultatif, 2) Untuk siapa, yaitu tujuan akhir dari 
setiap aktivitas perusahaan adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT dan pihak-pihak 
pembuat keputusan di bumi sebagai wakil Allah SWT yang diberi kekuasaan untuk 
mengambil keputusan terbaik bagi kepentingan umat-Nya dan 3) dengan siapa dan untuk 
siapa, yaitu keputusan corporate governance mensyaratkan pengawasan secara efektif untuk 
memastikan kesesuaian semua operasi dan prosedur dengan ketentuan shari’ah (Hafeez, 
2013). 
2.2.Perumusan Hipotesis 
2.2.1. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap shari’ah governance 
Struktur kepemilikan dapat menggambarkan posisi dan peran pemegang saham dalam 
perusahaan. Dalam teori keagenan, investor dengan persentase kepemlikan saham tertentu 
dapat mengarahkan agar agen (manajemen) bertindak sesuai kepentingannya. Dalam kasus 
shari’ah governance, investor tersebut dapat mengarahkan manajemen agar bertindak sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah. 
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Penelitian sebelumnya menemukan bahwa struktur kepemilkan mempengaruhi 
penerapan corporate governance. Penelitian Eliada et al., (2015), misalnya, menemukan 
bahwa kepemilikan institusional, sebagai proksi struktur kepemilikan, berpengaruh signifikan 
terhadap pengungkapan shari’ah governance. Tingkat pengungkapan ini lebih tinggi pada 
perbankan syariah yang dimiliki pemegang saham domestik dibandingkan asing (Ramli, et 
al., 2014). Berdasarkan penjelasan di atas dan dikaitkan dengan tema penelitian, dapat 
dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H1: Struktur kepemilikan berpengaruh negatif terhadap efektifitas penerapan  
            Shari’ah Governance 
 
2.2.2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Shari’ah Governance 
Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari sumber daya 
yang tersedia. Profitabilitas yang tinggi cenderung meningkatkan cash flow perusahaan. 
Dalam teori keagenan, tingginya cashflow profit cenderung disalahgunakan manajemen, 
sehingga memancing pemegang saham mengeluarkan biaya keagenan berupa bonding cost. 
Penelitian Al- Haddad et al. (2011) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh 
positif terhadap penerapan corporate governance. Pengaruh profitabilitas terutama terjadi 
dalam jangka panjang (Black et al., 2006). Berdasarkan penjelasan di atas dan dikaitkan 
dengan tema penelitian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap efektifitas penerapan Shari’ah 
            Governance 
 
2.2.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Shari’ah Governance 
Penelitian sebelumnya menjelaskan terdapat hubungan antara ukuran perusahaan dan 
penerapan penerapan corporate governance (Al- Haddad et al. 2011 dan Hartono et al.2013, 
Wan Abdullaha et al. (2015). Temuan ini mendukung teori hipotesis biaya politik (Hartono et 
al.2013). Perusahaan besar cenderung melakukan mekanisme corporate governance yang 
lebih baik dalam bentuk pengungkapan informasi yang lebih banyak dan detail.  Sementara 
perusahaan kecil enggan mengungkapkan informasi secara detail karena merasa hanya akan 
merugikan dalam persaingan. Perusahaan besar lebih sensitif terhadap biaya politik yang 
berakibat akan memberikan informasi lebih untuk mengurangi kritik publik atau intervensi 
pemerintah (Raffournier, 1995). Berdasarkan penjelasan di atas dan dikaitkan dengan tema 
penelitian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap efektifitas penerapan 
  Shari’ah Governance. 
 
2.2.4. Pengaruh Leverage terhadap Shari’ah Governance 
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Penetapan utang perusahaan dalam teori keagenan merupakan mekanisme yang 
dilakukan pemilik untuk membatasi kewenangan manajemen dalam mengelola cashflow 
perusahaan. Kajian penelitian sebelumnya menunjukan bahwa leverage memiliki hubungan 
dengan corporate governance (Black et al. 2003; Brown dan Caylor, 2004; Mohammed et 
al.,2009; Silveira et al., 2007; dan Eliada et al. 2015). Leverage dalam hal ini 
menggambarkan tingkat pengaruh kreditor yang tertarik melakukan fungsi control 
perusahaan untuk memastikan kepentingannya (Hartono et al.2013). Berdasarkan penjelasan 
di atas dan dikaitkan dengan tema penelitian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H4 : Leverage perusahaan berpengaruh positif terhadap efektifitas penerapan 
  Shari’ah   Governance. 
 
2.2.5. Pengaruh shari’ah governance terhadap resiko kredit (pembiayaan) 
Perbankan syariah memiliki resiko kredit yang lebih besar dibandingkan perbankan 
konvensional. Resiko kredit ini terutama terjadi pada kegiatan dengan pembiayaan model 
profit loss sharing (PLS) seperti Musyarakah, Mudharabah, Salam dan Istisna. Resiko ini 
dapat dikurangi dengan penetapan mekanisme corporate governance seperti penetapan 
jaminan dan proporsi yang seimbang antara kontrak bebasis PLS atau non PLS (murabahah) 
(Bourakba dan Zerargui, 2015). 
 Penelitian sebelumnya menyimpulkan adanya pengaruh negatif penerapan corporate 
governance terhadap resiko kredit (Rinaningsih, 2008; Hariani, 2011; Poudel dan Hovey, 
2012; Bourakba dan Zerargui, 2015; Ahmad et al., 2016). Hal ini berarti implementasi 
corporate governance dapat mengurangi resiko kredit suatu perbankan. Berdasarkan 
penjelasan di atas dan dikaitkan dengan tema penelitian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai 
berikut: 
H5 : shari’ah governance berpengaruh negatif terhadap resiko kredit (pembiayaan) 
 
2.3.Pengembangan Model 
Berdasarkan penjelasan hipotesis di atas dapat digambarkan model penelitian sebagai 
berikut. 





























3. METODE PENELITIAN 
3.1.Sampel Penelitian  
Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia dengan 
kurun waktu sejak bank syariah tersebut menerbitkan laporan keuangan dan tercatat di Bank 
Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan) sampai dengan tahun 2015. Penarikan sampel dilakukan 
dengan teknik purposive sampling dengan kriteria bahwa data untuk perhitungan karakteristik 
perusahaan, shari’ah governance dan resiko kredit lengkap selama pengamatan.  
3.2. Operasionalisasi Variabel Penelitian 
Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel struktur kepemilikan, profitabilitas, 
ukuran perusahaan dan leverage (karakteristik perusahaan), shari’ah governance dan resiko 
kredit. Penjelasan rinci masing-masing variabel di atas sebagai berikut: 
1. Struktur Kepemilikan 
Struktur kepemilikan menggambarkan proporsi kepemilikan saham oleh pihak-pihak tertentu 
dalam suatu perusahaan. Struktur kepemilikan diukur dengan beberapa indikator antara lain 
(Poudel dan Hovey (2012); Bourakba dan Zerargui, 2015; Othman, 2015; Mnasri, 2015; Fitri 
BS dan Subroto, 2013 ): (a) Kepemilikan Terkonsentrasi (Ownership Concentration/Block-
Holders) diukur dalam bentuk variabel dummy, dengan memberi skor 1 untuk perusahaan 
yang mempunyai kepemilikan terkonsentrasi (>50%) dan skor 0 untuk perusahaan yang 
mempunyai kepemilikan saham menyebar. (b) Kepemilikan Asing (Foreign Ownership), 
diukur  dengan membagi jumlah saham yang dimiliki pihak asing dengan total saham yang 
beredar (%). (c) Kepemilikan Institusi (Institusional Ownership) diukur dengan membagi 
jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dengan dengan total saham yang 
beredar (%). (d) Kepemilikan Manajerial (Management ownership), diukur dengan membagi 
jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen (manajer, komisaris terafiliasi (diluar 











Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari sumber daya yang 
tersedia. profitabilitas diukur dengan beberapa indikator antara lain (Hebble dan 
Ramaswamy, 2005; Muhamad et al, 2009; Eliada et al., 2015; Azzoz dan Khamees, 2016): 
(a) Return on Assets (ROA), yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. (b) Return on Equity 
(ROE), yaitu laba bersih dibagi dengan total ekuitas. (c) Net Profit Margin (NPM), yaitu laba 
bersih dibagi total pendapatan. (d) Net Income, yaitu laba bersih periode berakhir 31 
Desember tahun t pada perbankan syariah i  
3. Ukuran Perusahaan 
Ukuran perusahaan merupakan skala yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan. 
Ukuran perusahaan dapat diukur dengan beberapa indikator antara lain (Hebble dan 
Ramaswamy, 2005; Muhamad et al, 2009; Al- Haddad, 2011; Bourakba dan Zerargui, 2015; 
Azzoz dan Khamees. 2016): (a) Log Total Assets, yaitu total aset perbankan syariah i per 31 
Desember tahun t. (b) Log Total Earning, yaitu total pendapatan perbankan syariah i pada 
periode berakhir 31 Desember tahun t. (c) Log Equity, yaitu total ekuitas perbankan syariah i 
per 31 Desember tahun t. (d) Log Employees, yaitu total karyawan perbankan syariah i per 31 
Desember tahun t. 
4. Leverage 
Leverage merupakan gambaran seberapa besar aktiva dibiayai dengan hutang. Leverage 
diukur dengan beberapa indikator, antara lain (Hebble dan Ramaswamy (2005; Muhamad et 
al, 2009; Al- Haddad, 2011): (a) Debt Equity Ratio (DER), yaitu total hutang dibagi dengan 
total ekuitas. (b) Debt Ratio (DR), yaitu total hutang dibagi dengan total aset 
5. Shari’ah Governance 
Shari’ah governance merupakan mekanisme corporate governance pada lembaga keuangan 
syariah (perbankan syariah) yang menggabungkan corporate governance universal dan 
kepatuhan syariah. Shari’ah governance diukur dengan beberapa indikator antara lain 
(Muhamad et al, 2009; Poudel dan Hovey, 2012; Fitri BS dan Subroto, 2013 Bourakba dan 
Zerargui, 2015; Azzoz dan Khamees, 2016; Ahmad et al., 2016, Rama dan Novela, 2015; 
Othman, 2015). 
a) Karakterisktik Dewan Komisaris, meliputi: (1) Ukuran dewan komisaris (Board Size), 
dikur dengan jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan. (2) 
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (Board Diligence/Board Activity), diukur dengan 
jumlah pertemuan atau rapat internal yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam waktu 
satu tahun. (3) Independensi Dewan Komisaris (Board Composition/Board 
independence), diukur dengan membagi jumah anggota komisaris independent 
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dibandingkan dengan jumlah total anggota Dewan Komisaris. (4) Struktur Kepemimpinan 
Dewan Komisaris (the board leadership structure/CEO Dualty), diukur dengan variabel 
dami, dimana diberi nilai 1 jika ada anggota dewan yang rangkap jabatan (CEO sekaligus 
Chairman), sedangkan dinilai 0 jika sebaliknya. 
b) Karakteristik Komite Audit, meliputi: (1) Ukuran Komite Audit (Audit Committee Size), 
diukur dengan  menghitung jumlah anggota Komite Audit dalam laporan tahunan 
perusahaan. (2) Independensi Komite Audit (Audit Committee Composition/ 
Independence), diukur dengan membagi jumlah komite audit independen dengan total 
komite audit. (3) Frekuensi Rapat Komite Audit (Audit committee’s diligence/Audit 
Committee Activity), diukur dengan jumlah rapat yang dilakukan Komite Audit dalam 
satu tahun. (4) Kompetensi Komite Audit (Audit Committee Competency), diukur dengan 
menghitung jumlah anggota Komite Audit yang mempunyai latar belakang dan keahlian 
dalam bidang perbankan syari’ah. 
c) Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS), meliputi: (1) Ukuran DPS (Shari’ah 
Supervisory Board Size), diukur dengan jumlah anggota DPS. (2) Kompetensi DPS 
(Shari’ah Supervisory Board Competency), diukur dengan membagi jumlah anggota DPS 
yang memiliki keahlian bank dengan total keanggotaan DPS. (3) Frekuensi Rapat DPS 
(Shari’ah Supervisory Board Activity), diukur dengan jumlah rapat yang dilakukan DPS 
dalam satu tahun. 
6. Resiko Kredit (Pembiayaan) 
Resiko kredit merupakan risiko perbankan yang timbul dari kegagalan nasabah atau pihak 
lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 
Resiko kredit diukur dengan beberapa indikator antara lain (Sudiyatno dan Fatmawati, 2013; 
Muliawat dan Khoiruddin, 2015; Azzoz dan Khamees, 2016): (a) Non Performing Financing 
(NPF), yaitu perbandingan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang 
disalurkan. (b) Financing to Deposit Ratio (FDR), yaitu perbandingan antara pembiayaan 
yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank 
tersebut 
4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan cara membaca 
dan menganalisis laporan keuangan dan laporan tahunan, menelaah hasil-hasil penelitian 
terdahulu dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Data diambil dari 
beberapa sumber antara lain buku, majalah, laporan keuangan dan laporan tahunan baik 
melalui situs Bank Indonesia (http://www.bi.go.id/), Otoritas Jasa Keuangan 
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(http://www.ojk.go.id/), situs internet masing-masing bank syariah, ataupun perpustakaan 
dari masing-masing institusi tersebut.  
Untuk menguji validitas dan reliabilitas indikator dan menguji hipotesis penelitian, 
penelitian ini menggunakan teknik SEM dengan model Partial Least Square (SmartPLS 
v.3.2.6) (Wiyono, 2011). Adapun model struktural pengujian hipotesis dalam penelitian dapat 
dijelaskan dalam gambar 4.1 di bawah ini. 
Gambar 4.1. Model Model Struktural Pengujian Hipotesis Penelitian 
 
Keterangan: 
Struktur Kepemilikan   
KTR Kepemilikan Terkonsentrasi DBR Debt Ratio 
ASG Kepemilikan Asing Shari’ah Governance 
IST Kepemilikan Institusi UDK Ukuran Dewan Komisaris 
MNJ Kepemilikan Manajerial FRD Frekuensi Rapat Dewan Komisaris 
Profitabilitas IDK Independensi Dewan Komisaris 
ROA Return on Assets MDK Struktur Kepem. Dewan Komisaris 
ROE Return in Equity UKA Ukuran Komite Audit 
NPM Net Profit Margin IKA Independensi Komite Audit 
INC Net Income FRK Frekuensi Rapat Komite Audit 
Ukuran Perusahaan KKA Kompetensi Komite Audit 
AST Total Assets KPS Kompetensi DPS 
ERN Total Earning FRS Frekuensi Rapat DPS 
EQT Equity UPS Ukuran DPS 
EMP Jumlah Karyawan Resiko Pembiayaan 
Leverage  NPF Non Performing Financing 
DER Debt Equity Ratio FDR Financing to Deposit Ratio 
Berdasarkan output PLS tersebut kemudian dilakukan uji model berupa uji indikator 
(outer model) dan uji hipotesis (Inner model). Beberapa Uji indikator antara lain convergent 
validity, average variance extracted (AVE) dan composite reliability. Sementara uji hipotesis 
antara lain dengan menganalisis persentase varian (R2), koefisien parameter dan T-Statistik 
(Wiyono, 2011: 403). 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1.Hasil Pengujian Hipotesis 
Penelitian ini menggunakan sampel bank umum syariah di Indonesia  Proses seleksi 
menghasilkan 10 sampel bank umum syariah dengan 65 pengamatan. Data sampel seluruh 
pengamatan yang dijabarkan dalam masing-masing indikator untuk setiap variabel laten.  
Pengujian hipotesis penelitian dilakukan menggunakan teknik SEM dengan model 
Partial Least Square (SmartPLS v.3.2.6). Sebelum melihat dan menganalisis hasil pengujian 
hipotesis, perlu dilakukan pengujian indikator (uji validitas dan reliabilitas) untuk mengetahui 
sejauh mana indikator tersebut menjelaskan variabel latennya. Hasil uji dalam bentuk grafik 
dan tabel (Outer Loadings (Convergent Validity), Average Variance Extracted (AVE) dan 
Composite Reliability) menunjukan beberapa indikator dan variabel laten tidak memenuhi 
persyaratan validitas dan reliabilitas. Indikator (Convergent Validity) yang tidak valid harus 
dihilangkan dari pengamatan dan dihapus dari model penelitian, kemudian dilakukan 
kalkulasi ulang (Haryono, 2017). Hasil kalkulasi ulang penyusunan dan pengujian model 
tampak pada Gambar 4.1 (Hasil Uji Algoritma) dan Gambar 4.2 (Hasil Uji Bootstraping) di 
bawah ini. 
Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 menunjukan hanya ada tiga variabel yang mempengaruhi 
syariah governance, yaitu struktur kepemilikan, profitabilitas dan dan ukuran perusahaan. 
Variabel leverage bukan merupakan faktor yang mempengaruhi syariah governance. Variabel 
laten Struktur Kepemilkan hanya memiliki indikator Kepemilikan Terkonsentrasi, 
Kepemilikan Asing dan Kepemilikan Institusi, sedangkan Kepemilikan Manajerial 
dikeluarkan dari indikator struktur kepemilikan. Variabel profitabilitas yang sebelumnya 
memiliki empat indikator (Return on Assets; Return in Equity; Net Profit Margin; Net 
Income), hasil pengujian indikator menyimpulkan hanya tiga indikator yang menjelaskan  




Gambar 4.2. Grafik Hasil Uji Bootstraping PLS 
 
variabel profitabilitas (Return on Assets; Return in Equity; Net Income). Untuk indikator 
yang menjelaskan variabel Ukuran Perusahaan tidak mengalami pengurangan. Adapun untuk 
variabel laten Syariah Governance, hanya empat indikator yang disimpulkan merupakan 
proksi Syariah Governance, yaitu Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Komite Audit, 
Frekuensi Rapat DPS dan Ukuran DPS. Tujuh indikator lainya, yaitu Frekuensi Rapat Dewan 
Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Struktur  Kepemilikan Dewan Komisaris, 
Ukuran Komite Audit, Frekuensi Rapat Komite Audit, Kompetensi Komite Audit dan 
Kompetensi DPS disimpulkan bukan merupakan indikator Syariah Governance. 
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Hasil Uji Algoritma dan  Bootstraping PLS (grafik dan tabel) dapat diringkas hasil uji 
hipotesis (inner model) seperti terlihat pada Tabel 4.1. di bawah ini.  
Tabel 4.1. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 
Pengujian Hasil Uji 







Profitabilitas  Syariah Governance 
Struktur Kepemilikan  Syariah Governance 
Syariah Governance  Resiko Pembiayaan 







Profitabilitas  Syariah Governance 
Struktur Kepemilikan  Syariah Governance 
Syariah Governance  Resiko Pembiayaan 







Nilai uji koefisien determinasi sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4.1 di atas 
menunjukan bahwa variabel profitabilitas, struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan 
mempengaruhi syariah governance sebesar 68,0%, sisanya 32% dipengaruhi faktor (variabel) 
lainnya yang tidak diamati. Sementara variabel syariah governance mempengaruhi resiko 
pembiayaan hanya sebesar 3,8%, sebagian besar sisanya (96,2%) dipengaruhi variabel 
lainnya. 
Nilai uji P Value menjelaskan bahwa dari tiga variabel yang dianalisis (profitabilitas, 
struktur kepemilikan, ukuran perusahaan), hanya struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan 
yang terbukti secara signifikan mempengaruhi syariah governance, adapun profitabilitas tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap syariah governance (0,62>0,05). Sementara variabel 
syariah governance juga terbukti tidak mempengaruhi resiko pembiayaan. Hal ini terlihat dari 
nilai signifikansi resiko pembiayaan (0,193) yang lebih besar dari 5%. 
Nilai Koefisien Paramater menunjukan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh 
negatif terhadap syariah governance (-0,541). Hal ini berarti semakin besar kepemilikan 
terkonsentrasi pada institusi dan asing semakin rendah tingkat penerapan syariah governance 
dan sebaliknya. Adapun ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap syariah 
governance. Artinya semakin besar ukuran perusahaan semakin tinggi tingkat penerapan 
syariah governance. 
Dikaitkan dengan hipotesis penelitian, secara umum hasil penelitian ini menolak 
hipotesis H2, H4 dan H5 dan mendukung H1 dan H3. Penelitian ini tidak menemukan adanya 
pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap penerapan syariah governance. Demikian juga 
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pengaruh syariah governance terhadap resiko pembiayaan. Sebaliknya temuan penelitian 
konsisten dengan hipotesis yang menyatakan struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan 
berpengaruh terhadap shariah governance. 
4.2.Pembahasan 
Dari empat faktor yang diduga dan dianalisis (profitabilitas, leverage, struktur 
kepemilikan dan ukuran perusahaan) hanya dua faktor yang terbukti mempengaruhi syariah 
governance, yaitu struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan. Struktur kepemilikan terbukti 
mempengaruhi secara negatif penerapan syariah governance di perusahaan, khususnya di 
perbankan syariah. Dalam penelitian ini struktur kepemilikan diproksikan dengan 
kepemilikan terkonsentrasi, asing dan institusi. Ini berarti semakin tinggi struktur 
kepemilikan semakin rendah penerapan syariah governance. Semakin tinggi kepemilikan 
terkonsentrasi baik oleh asing atau institusi justru akan membatasi atau mengurangi 
penerapan syariah governance. Hasil ini konsisten dengan penelitian Ramli, et al., (2014) 
yang menemukan bahwa tingkat pengungkapan syariah governance lebih tinggi pada 
perbankan syariah yang dimiliki pemegang saham domestik dibandingkan asing. 
Ukuran perusahaan juga terbukti mempengaruhi secara positif terhadap penerapan 
syariah governance. Ini berarti semakin besar perusahaan akan semakin patuh dan berusaha 
menerapkan syariah governance. Besarnya perusahaan terlihat dari nilai aset, ekuitas, laba 
atau jumlah karyawan yang dipekerjakan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Al- 
Haddad et al. 2011 dan Hartono et al.2013, Wan Abdullaha et al. (2015). Temuan ini 
mendukung teori hipotesis biaya politik yang menyatakan perusahaan besar cenderung 
melakukan mekanisme corporate governance yang lebih baik dalam bentuk pengungkapan 
informasi yang lebih banyak dan detail. (Hartono et al.2013). Perusahaan besar lebih sensitif 
terhadap biaya politik yang berakibat akan memberikan informasi lebih untuk mengurangi 
kritik publik atau intervensi pemerintah (Raffournier, 1995). 
   Adapun untuk faktor profitabilitas dan leverage, penelitian ini tidak menemukan 
adanya pengaruh terhadap tingkat penerapan syariah governance. Ini berarti tinggi rendahnya 
kinerja dan liabilitas yang dimiliki perusahaan bukan menjadi faktor yang menjadi 
pertimbangan manajemen untuk menerapkan syariah governance. Terkait leverage, temuan 
penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya (Black et al. 2003; Brown dan Caylor, 
2004; Mohammed et al.,2009; Silveira et al., 2007; dan Eliada et al. 2015). Bagi kreditur, 
penerapan syariah governance bukan menjadi faktor yang dipertambangkan dalam pemberian 
pinjaman. Kreditor tidak tertarik melakukan fungsi control perusahaan guna memastikan 
kepentingannya (Hartono et al.2013). Terkait profitabilitas, temuan ini sejalan dengan  Black 
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et al.. (2006) yang menyatakan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap corporate governance 
terutama terjadi dalam jangka panjang. 
Syariah governance juga ditemukan tidak berpengaruh terhadap resiko pembiayaan. 
Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan adanya pengaruh 
negatif penerapan corporate governance terhadap resiko kredit (Rinaningsih, 2008; Hariani, 
2011; Poudel dan Hovey, 2012; Bourakba dan Zerargui, 2015; Ahmad et al., 2016).  Temuan 
ini menunjukan bahwa syariah governance bukan mekanisme yang efektif untuk mengurangi 
resiko pembiayaan (kredit). 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1.Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh struktur kepemilikan, profitabilitas, ukuran 
perusahaan dan leverage terhadap efektivitas penerapan syariah governance dan pengaruh 
syariah governance terhadap resiko kredit (pembiayaan). Hasil pengujian kecocokan model 
menunjukan hanya ada tiga variabel yang fit mempengaruhi syariah governance, yaitu 
struktur kepemilikan, profitabilitas dan dan ukuran perusahaan. 
Dari tiga faktor yang diduga dan dianalisis (profitabilitas, struktur kepemilikan dan 
ukuran perusahaan) hanya dua faktor yang terbukti mempengaruhi syariah governance, yaitu 
struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan. Struktur kepemilikan terbukti mempengaruhi 
secara negatif penerapan syariah governance di perusahaan, khususnya di perbankan syariah. 
Hal ini berarti semakin tinggi kepemilikan terkonsentrasi baik oleh asing atau institusi justru 
akan membatasi atau mengurangi penerapan syariah governance. Ukuran perusahaan juga 
terbukti mempengaruhi secara positif terhadap penerapan syariah governance. Ini berarti 
semakin besar perusahaan akan semakin patuh dan berusaha menerapkan syariah governance. 
Besarnya perusahaan terlihat dari nilai aset, ekuitas, laba atau jumlah karyawan yang 
dipekerjakan. Adapun untuk faktor leverage dan profitabilitas, penelitian ini tidak 
menemukan adanya pengaruh terhadap tingkat penerapan syariah governance. Ini berarti 
tinggi rendahnya liabilitas dan kinerja yang dimiliki perusahaan bukan menjadi faktor yang 
menjadi pertimbangan manajemen untuk menerapkan syariah governance. Bagi kreditur, 
penerapan syariah governance bukan menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam pemberian 
pinjaman. Kreditor tidak tertarik melakukan fungsi control perusahaan guna memastikan 
kepentingannya. Temuan ini menunjukan bahwa syariah governance bukan mekanisme yang 
efektif untuk mengurangi resiko pembiayaan (kredit). 
5.2.  Saran 
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Dalam pengumpulan data, penelitian ini hanya mendasarkan laporan tahunan yang 
dipublikasikan melalui internet. Beberapa perusahaan (bank) tidak mengungkapkan secara 
lengkap data penelitian tersebut. Oleh karena itu penelitian selanjutnya perlu memanfaat 
metode pengumpulan data lain seperti survey atau wawancara. 
Penelitian hanya menggunakan tiga variabel independen (profitabilitas, struktur 
kepemilikan dan ukuran perusahaan) dan terbukti mempengaruhi syariah governance hanya 
sebesar 68,0%. Penelitian selanjutnya perlu menginvestigasi variabel atau faktor lain  yang 
belum diamati seperti variabel makro atau regulasi pemerintah terkait perbankan syariah. 
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